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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap 
Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi 
Jawa Barat periode tahun 2010-2014. Populasi dari penelitian ini adalah data dari 
laporan realisasi APBD seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada 
periode tahun 2010-2014. Pengambilan sampel penelitian dengan purposive 
sampling dan didapatkan 6 kabupaten dan 2 kota, dengan 5 tahun amatan. 
Sehingga total sampel yang diteliti adalah 40. Data yang telah terkumpul 
dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian dilakukan uji 
hipotesis dengan metode regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien 
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana 
alokasi khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi 
belanja modal. Sementara itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, derajat 
desentralisasi, dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal. 
Kata Kunci: Alokasi Belanja Modal, PAD, DBH, DAU, DAK, Desentralisasi, 




The purpose of this study was to analyze influence of Local Own Revenue, 
General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, 
Desentralitation Level, Regional Financial Independence level and Regional 
Financial Effectiveness Level towards the Capital Expenditures at the 
regencies/municipalities in the West Java Province from 2010 to 2014. This study 
is causality researches that have hypothesis testing nature. The population of this 
research is by using financial data from local governments Budget Realization 
Report in West Java Province from 2010 to 2014. Research sampling used 
purposive sampling technique and found 6 regional and 2 cities, with 5 years of 
observation. So, the total sample studied was 40. The collected data was analyzed 
using classic assumption test and then do hypothesis test. Testing the hypotesis in 
this study using multiple regression analysis with t-test, F, and the coefficient of 
determination. Partial result of this hypothesis testing concluded that Local Own 
Revenue, Special Allocation Fund, and Regional Financial Independence level 
has positive influence and significant impact on capital expenditure. While, 
Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Desentralitation Level, and 
Regional Financial Effectiveness Level hasn’t affect the capital expenditures. 
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Pada era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk 
kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Daerah 
otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi 
masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mendefinisikan anggaran 
merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi 
rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan 
rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu 
periode. Menurut Freeman (2003) dalam (Nordiawan dkk, 2007: 19), anggaran 
adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk 
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang 
tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah.APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 
alokasi, distribusi dan stabilisasi (Nordiawan dkk, 2007: 39). 
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja 
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini 
didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk 
3 
 
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh 
karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 
daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Sesuai Permendagri Nomor 
13 Tahun 2006, belanja modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah, 
yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 
nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dengan adanya 
belanja modal diharapkan adanya multiplier effect, secara makro dan mikro bagi 
perekonomian nasional Indonesia, dan khususnya bagi daerah. 
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 pasal 157 tentang Keuangan Daerah, 
salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 
terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat 
meningkatkan investasi belanja modal daerah sehingga kualitas pelayanan publik 
semakin baik.Sedangkan sumber kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali 
melalui Pendapatan Asli Daerah. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja 
modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan 
PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal 
untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus 
menggali PAD yang sebesar-besarnya. 
Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-
beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut 
Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 
perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu 
sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan 
bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi 
dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran 
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pendanaan penyelenggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dalam UU No. 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan daerah memiliki 
kewenangan untuk menentukan alokasi sumber dana ke dalam belanja-belanja 
dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. 
Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana 
tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan 
secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan 
pelayanan kepada publik. Dana Perimbangan merupakan dana yang dimaksudkan 
untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan 
prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas 
pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan 
sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat untuk dapat meningkatkan 
pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Dengan adanya 
pengalokasian dana perimbangan diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 
anggaran belanja modal. 
Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang 
datanya diambil dari elemen laporan keuangan (Mahmudi, 2011: 162-
163).Menurut Halim (2007: 231), analisis rasio keuangan adalah usaha 
mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis 
rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai 
dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui 
bagaimana kecenderungan yang terjadi. Rasio keuangan dapat digunakan untuk 
menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayaipenyelenggaraan otonomi 
daerah, mengukur efisiensi dan efektifitas dalammerealisasikan pendapatan 
daerah, mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 
pendapatan daerahnya, mengukurkontribusi masing-masing sumber pendapatan 
dalam pembentukanpendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan 




Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riko 
Novianto dan Rafiudin Hanafiah (2015) tentang Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja 
Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun penelitian 
yaitu tahun 2010-2014, penambahan variabel independen yaitu derajat 
desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah serta lokasi penelitian yaitu 
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk memperoleh kejelasan 
fenomena yang terjadi di dunia empiris dan berusaha untuk mendapatkan 
jawaban, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-
variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. 
2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh pemerintah kabupaten dan 
kota di provinsi Jawa Barat dengan horizon waktu dari tahun 2010 sampai dengan 
tahun 2014. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 6 kabupaten dan 2 
kota di provinsi Jawa Barat dengan horizon waktu yang digunakan dari tahun 
2010 sampai dengan tahun 2014. Teknik pengambilan sampel penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. Adapun kriteria sampel 
yang digunakan pada penelitian ini: 
a. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. 
b. Kabupaten dan kota yang tidak mempublikasikan Laporan Realisasi APBD di 
website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
c. Kabupaten dan kota yang tidak melaporkan Laporan Realisasi APBD secara 
rutin dari tahun 2010 hingga 2014. 
d. Kabupaten dan kota yang tidak melaporkan Laporan Realisasi APBD dengan 
data-data yang dibutuhkan penulis. 




2.3 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota 
di provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014 yang diperoleh dari situs 
Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui 
www.djpk.depkeu.go.id. 
2.3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 
a. Alokasi Belanja Modal 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.Menurut PP 
No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal 
adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang 
member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap tersebut digunakan 
untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk 
dijual.Pengukuran (proxy) yang digunakan adalah persentase perbandingan antara 
belanja modal dengan total belanja.Skala yang digunakan adalah rasio. Dasar 
yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah SAP PP No. 71 Tahun 2010 
yaitu: 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja 
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan + Belanja Aset Lainnya + Belanja Badan 
Layanan Umum 
Alokasi Belanja Modal ൌ ୆ୣ୪ୟ୬୨ୟ	୑୭ୢୟ୪୘୭୲ୟ୪	୆ୣ୪ୟ୬୨ୟ	ୈୟୣ୰ୟ୦ x 100% 
b. Pendapatan Asli Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 
18).Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 
yang sah (Pasal 6 ayat 1). PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 
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mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. PAD dapat diukur 
dengan rumus sebagai berikut: 
PAD = Total Pajak Daerah + Total Retribusi Daerah + Total Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan + Lain – Lain 
Pendapatan Daerah Yang Sah. 
(Mardiasmo, 2002: 138) 
 
 
c. Dana Bagi Hasil (DBH) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada 
daerah berdasarkan presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Data Dana Bagi Hasil bersumber dari dokumen 
Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat 
Tahun Anggaran 2010-2014. 
d. Dana Alokasi Umum 
Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan pemerintah pusat dan daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum 
daerah provinsi atau kabupaten/kota ditentukan dengan menggunakan pendekatan 
fiscal gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan 
dengan kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Data Dana Alokasi Umum 
bersumber dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kabupaten/kota 
di provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2014. 
e. Dana Alokasi Khusus 
Daerah penerima DAK wajib meyediakan dana pendamping untuk 
mendanai kegiatan fisik sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang 
diterimanya. Optimalisasi penggunaan DAK dilakukan untuk kegiatan-kegiatan 
pada bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. 
Jika terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun anggaran berakhir, daerah 
dapat menggunakan sisa DAK untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang 
sama tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan (Halim, 2014: 
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145). Data Dana Alokasi Khusus bersumber dari dokumen Laporan Realisasi 
Anggaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 
2010-2014. 
f. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total 
penerimaan daerah. tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan 
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi 
dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan 
Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 
Derajat Desentralisasi ൌ ୔୅ୈ୘୭୲ୟ୪	୔ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲ୟ୬	ୈୟୣ୰ୟ୦ x 100% 
(Mahmudi, 2011: 170) 
g. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah 
pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total 
penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan 
daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan keuangan dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
Rasio Ketergantungan ൌ ୔ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲ୟ୬	୘୰ୟ୬ୱ୤ୣ୰୘୭୲ୟ୪	୔ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲ୟ୬	ୈୟୣ୰ୟ୦ x 100% 
(Mahmudi, 2011: 170) 
h. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah  
Efektivitas pendapatan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dihitung dengan cara 
membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang 
dianggarkan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan 
daerah semakin tinggi. Rasio efektivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
Rasio Efektivitas PAD ൌ	୘୭୲ୟ୪	୔ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲ୟ୬	ୈୟୣ୰ୟ୦୔୅ୈ  x 100% 
(Mahmudi, 2011:170-171) 
2.4 Metode Analisis Data 
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Uji analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Derajat Desentralisasi Fiskal, 
Ketergantungan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas 
Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal. Pengujian uji statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji F, koefisien 
determinasi (R2), dan uji t. Adapun model regresi dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
ABM = α + β1 PAD + β2 DBH + β3 DAU + β4 DAK + β5 DDD + β6 
RKT + β7 REK + e 
dimana: 
ABM = Alokasi Belanja Modal 
α = Konstanta 
β = Slope atau koefisien regresi 
PAD = Pendapatan Asli Daerah 
DBH = Dana Bagi Hasil 
DAU = Dana Alokasi Umum 
DAK = Dana Alokasi Khusus 
DDD= Derajat Desentralisasi Daerah 
RKT = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
REK = Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 
e = error 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 
kabupaten dan kota di Jawa Barat selama periode 2010 sampai dengan 2014. 
Alasan  menggunakan tahun amatan selama lima tahun berturut-turut yaitu 
diharapkan dapat menjadikan penelitian ini lebih objektif dan mendapatkan hasil 
yang baik. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari website resmi Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. 
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3.2 Statistik Deskriptif 
Hasil uji statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) 
sebanyak 33, dimana jumlah rasio alokasi belanja modal tertinggi terletak pada 
Kota Banjar tahun 2013, yaitu sebesar 0,34%, dengan jumlah rasio alokasi belanja 
modal terendah 0,01% pada Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang tahun 
2010. jumlah PAD tertinggi terdapat pada Kabupaten Karawang tahun 2014 
dengan jumlah sebesar Rp 909,158 miliar, jumlah PAD terendah Rp 37,359 miliar 
pada Kota Banjar tahun 2010. jumlah DBH tertinggi terletak pada Kota Sukabumi 
tahun 2014, yaitu mencapai Rp 602,019 miliar, dengan jumlah DBH terendah Rp 
44,327 miliar pada Kota Banjar tahun 2010. jumlah DAU tertinggi terdapat pada 
Kabupaten Bandung tahun 2013, yaitu mencapai Rp 1,730 triliun, dengan jumlah 
DAU terendah Rp 217,384 miliar pada Kota Banjar tahun 2010. jumlah DAK 
tertinggi terdapat pada Kabupaten Bandung tahun 2012, dengan nilai Rp 167,510 
miliar, dengan jumlah DAK terendah Rp 15,659 miliar pada Kota Banjar tahun 
2010. jumlah rasio desentralisasi tertinggi terdapat pada Kabupaten Karawang 
tahun 2014, dengan nilai persentase 0,28%, dengan jumlah rasio terendah 0,06% 
pada Kabupaten Subang di tahun 2010. jumlah rasio ketergantungan tertinggi 
terdapat pada Kabupaten Bandung tahun 2010 dan Kabupaten Subang tahun 2013, 
dengan nilai persentase 0,91%, dengan jumlah rasio terendah 0,70% pada 
Kabupaten Karawang tahun 2012 dan 2014. jumlah rasio efektivitas tertinggi 
terdapat pada Kabupaten Subang tahun 2010, dengan nilai persentase 15,7%, 
dengan jumlah rasio terendah 3,51% pada Kabupaten Karawang tahun 2014. 
3.3 Uji Asumsi Klasik 
Hasil uji normalitas bahwa Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,648, dengan nilai 
signifikansi > 0,05 yaitu 0,794. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model 
regresi dalam penelitian memiliki sebaran data normal. Hasil uji multikolinearitas 
diketahui tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai Tolerance Value  lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih 
kecil dari 10. Dengan demikian hasil uji multikolinearitas dapat dikatakan tidak 
terjadi masalah multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi diketahui bahwa Durbin-
Watson sebesar 1,565 dimana nilai signifikansinya antara 1,5 sampai 2,5 yaitu 
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0,379. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian 
terbebas dari permasalahan autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas diketahui 
besarnya nilai thitung untuk masing-masing variabel diketahui nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 (). Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penelitian 
ini tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 
3.3 Pembahasan 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa PAD nilai thitung (-
3,664) > ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,030 < = 0,05. 
Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 terdukung secara statistik sehingga PAD 
mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
bahwa peningkatan dana pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang 
berasal dari sumber penerimaan asli daerah selama kurun waktu 2010 – 2014 telah 
digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun 
peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan belanja modal dibiayai 
dari penerimaan daerah. 
b. Dana Bagi Hasil (DBH) Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa DBH nilai thitung 
(0,350) > ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,729 > = 0,05. 
Oleh karena itu, H0 ditolak dan H2 terdukung secara statistik sehingga DBH tidak 
mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
bahwa penurunan DBH yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota selama kurun 
waktu 2010 – 2014 mempengaruhi peningkatan atau penurunan belanja modal. 
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari 
pendapatan pemerintah pusat yang bersumber dari pajak dansumber daya alam.  
c. Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa DAU nilai thitung (-
0,090) < ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,929 > = 0,05. 
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Oleh karena itu, H0 ditolak dan H3 tidak terdukung secara statistik sehingga DAU 
tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat belum dapat mengalokasikan 
DAU dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan masih 
memiliki ketergantungan tehradap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah 
pusat dalam rangka membiayai pembangunaninfrastruktur maupun sarana dan 
prasarana.  
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja 
Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa DAK nilai thitung (-
2,464) > ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,021 < = 0,05. 
Oleh karena itu, H0 ditolak dan H4 terdukung secara statistik sehingga DAK 
mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
peningkatan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Barat dalam rangka membiayai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional telah digunakan secara tepat 
untuk peningkatan sarana dan prasarana maupun pembangunan infrastruktur 
melaui peningkatan alokasi belanja modal.  
e. Derajat Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa DDD nilai thitung (-
0,797) < ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,433 > = 0,05. 
Oleh karena itu, H1 ditolak dan H5 tidak terdukung secara statistik sehingga DDD 
tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
jumlah seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran dalam pemerintah 
Kabupaten/kota belum sesuai untuk mengukur tingkat keadilan pembagian 
sumber daya daerah dalam bentuk bagi hasil pendapatan sesuaipotensi daerah 
terhadap total penerimaan daerah.  
f. Rasio Ketergantungan Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa Rasio Ketergantungan  
nilai thitung (3,036) > ttabel (2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,006 < 
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= 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H6 terdukung secara statistik sehingga 
RKT mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan 
semakin tinggi tingkat ketergantungan maka daerah tersebut dikatakan belum 
memiliki kemandirian sehingga dalam pengalokasian belanja modal masih 
memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.  
g. Rasio Efektivitas Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal (ABM) 
Hasil perhitungan analisis nilai t hitung diketahui bahwa Rasio Efektivitas  
nilai thitung (-1,898) < ttabel (-2,042) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,069 
> = 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H7 tidak terdukung secara statistik 
sehingga REK tidak mempunyai pengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil 
ini membuktikan bahwa kondisi yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh 
tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat cenderung diabaikan maka 
pengalokasian belanja modal tidak terealisasi dengan efektif dan dapat 
menghambat pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik. Sementara 
dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik sebagian 
besar dibelanjakan untuk belanja pegawai, sehingga pemerintah perlu melakukan 
reservasi dan identifikasi ulang terhadap jumlah kebutuhan alokasi dana dari 
seluruh kegiatan secara lebih akurat dan detail sesuai dengan kebutuhan yang 
sebenarnya, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan untuk meningkatkan 
pelayanan publik. 
4. PENUTUP  
4.1 Simpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi 
khusus dan rasio ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja 
modal. Sementara itu, dana bagi hasil, dana alokasi umum, derajat desentralisasi, 
dan rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 
4.2 Keterbatasan Penelitian 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan bagi 
penelitian yang akan datang diantaranya: 
a. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah sampel hanya 8 
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 
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b. Keterbatasan penelitian ini tahun pengamatan yaitu hanya 2010 – 2014. 
c. Dalam penelitian  ini peneliti belum bisa mendapatkan data pendukung per 
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat untuk setiap tahunnya. 
d. Kurangnya variabel yang diteliti dalam mempengaruhi alokasi belanja modal. 
4.3 Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain: 
a. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel tidak hanya 
pada satu propinsi saja melainkan beberapa propinsi yang ada di pulau Jawa 
atau propinsi di wilayah Indonesia. 
b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya juga menambah tahun pengamatan agar 
dimungkinkan hasilnya akan lebih baik lagi. 
c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mencari data pendukung per 
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat untuk setiap tahunnya. 
d. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah variabel yang diteliti 
dalam mempengaruhi alokasi belanja modal yaitu tidak hanya PAD, DBH, 
DAU, DAK, Desentralisasi, Rasio Ketergantungan dan Rasio Efektivitas. 
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